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RINGKASAN

Gusti Naima Rilana. November 2023. PELEMAHAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA SISTEMATIS DALAM SISTEM
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Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas yang berarti bahwa korupsi
dilakukan oleh beberapa orang yang membentuk suatu sistem yang saling berkaitan
dengan menimbulkan dampak terhadap kerugian keuangan negara, melanggar hak-hak
sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sistem peradilan pidana (criminal justice
system) menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang
menggunakan dasar pendekatan sistem. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan,
pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu
sama lain. Namun berbeda dengan yang terjadi di masyarakat, pemberantasan tindak
pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana nyatanya dilemahkan oleh aparat
penegak hukum.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisa terjadinya pelemahan
pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dalam Sistem Peradilan Pidana
dan melihat upaya apa saja yang ideal untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana
korupsi yang terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana dilakukan secara optimal.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif yang menggunakan sifat
penelitian preskritif dengan memaparkan dan menjelaskan aturan hukum yang ada dan
menggunakan metode pendekatan konseptual (conceptual approach) pada doktrin
yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Terjadinya pelemahan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis
dalam Sistem Peradilan Pidana ada tiga komponen, yaitu secara substansi
hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum di Indonesia. Secara
substansi hukum, pelemahan pemberantasan tindak pidana korupsi terlihat pada
peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada
struktur kelembagaan, aparat penegak hukum yang terdiri dari kepolisian,
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kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta advokat dan KPK
kurang adanya sinkronisasi dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana
korupsi. Budaya hukum di Indonesia yang secara sumber daya manusia belum
berhasil menghasilkan pribadi yang berintegritas dan kurangnya pengawasan
terhadap aparat penegak hukum.

. Pada substansi hukum diperlukan perumusan perundang-undangan yang tidak
tumpang tindih agar tidak terjadi multitasir oleh aparat penegak hukum dalam
pengimplementasiannya serta mengembalikan independensi pada Komisi
Pemberantasan Korupsi. Secara struktur kelembagaan, aparat penegak hukum
harus mengetahui bagaimana tata pemerintahan yang baik atau disebut juga
dengan good governance dengan menjadi subsistem yang akuntabel,
transaparan dan memiliki integritas yang tinggi. Keselarasan masyarakat dan
aparat penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar
biasa juga salah satu upaya yang ideal untuk memperkuat pemberantasan tindak
pidana korupsi.
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ABSTRAK

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia seharusnya diperkuat oleh sistem
peradilan pidana sebagai penegak hukum. Akan tetapi, keadaan yang terjadi di
masyarakat pemberantasan korupsi justru dilemahkan. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk menganalisis Pelemahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Secara
Sistematis dalam Sistem Peradilan Pidana. Penelitian ini menggunakan penelitian
hukum normatif dengan meneliti peraturan perundang-undangan serta doktrin yang
berkembang di ilmu hukum, kemudian di cari tahu bagaimana terjadinya pelemahan
pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dalam sistem peradilan pidana
serta upaya apa yang ideal untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi
dalam sistem peradilan pidana. Penelitian skripsi ini juga menggunakan bahan hukum
primer yaitu peraturan perundang-undangan, hukum sekunder sebagai penegas atau
pelengkap dalam menganalisis penelitian ini, dan hukum tersier merupakan pelengkap
yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum
primer dan sekunder.

Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, terjadinya pelemahan
pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu secara substansi hukum adanya peraturan
perundang-undangan yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana. Secara
struktur kelembagaan kurang adanya sinkronisasi antar lembaga penegakan hukum.
Kemudian budaya hukum yang belum ada keselarasan dalam melihat tindak pidana
korupsi adalah kejahatan luar biasa. Kedua, upaya yang ideal untuk memperkuat
pemberantasan tindak pidana korupsi dengan adanya pendidikan antikorupsi sejak dini
sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas.

Kata Kunci: Pelemahan, Tindak Pidana Korupsi, Sistem Peradilan Pidana.
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